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SAMBUTAN DEKAN
Salam Sehat dan sejahtera untuk kita semua,

Penerbitan buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Akademik
Fakultas Hukum Tahun Akademik 2026/2027 disusun sebagai sebuah
pegangan bersama bagi para Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan,
dan mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam kurun
waktu satu tahun ke depan. Tujuan penerbitan buku ini khususnya bagi
mahasiswa adalah agar mahasiswa, dan juga orang tua/wali mahasiswa
dapat memahami secara utuh: visi misi Fakultas Hukum UNPAR,;
kompetensi lulusan; kurikulum; sistem dan proses pembelajaran yang
dijalankan; sistem penilaian dan tahapan evaluasi berkala; administrasi
keuangan serta prosedur dan/atau persyaratan administratif akademik
yang berlaku di Fakultas Hukum UNPAR.

Buku ini berisikan berbagai informasi yang diperlukan seperti
perwalian, pendaftaran rencana studi, jadwal ujian, informasi mata
kuliah, informasi tentang dosen pengajar, jadwal pembayaran, jadwal
sidang, syarat magang, tes kemampuan Bahasa Inggris dan juga berbagai
peraturan terkait yang perlu menjadi perhatian kita semua dalam proses
penyelenggaraan berbagai kegiatan akademik. Hal penting yang perlu
menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa saat ini gencat dan cuti
studi diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa.

Dalam mendukung suasana akademik yang baik dan tertib, dalam buku
ini juga dimuat aturan mengenai tata tertib mahasiswa selama berkuliah
di UNPAR, sehingga diharapkan suasana belajar yang kondusif dapat
terselenggara dan meminimalisir terjadinya berbagai kecurangan yang
dilakukan mahasiswa dalam proses perkuliahan dan ujian di Fakultas
Hukum UNPAR.

Akhir kata, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada
semua pihak yang telah berkontribusi mempersiapkan penyusunan dan
penyebarluasan Juklak ini. Bilamana ditemukan kesalahan atau
kekurangan dipersilakan guna penyempurnaan Juklak ini. Semoga
juklak ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai rujukan bagi kita
semua dalam menjalankan tahun akademik 2026,/2027.
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Selamat menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum UNPAR,
tetap semangat untuk belajar dan berkarya. Kiranya Tuhan yang Maha
Baik senantiasa memberkati dan menjaga kita semua.

Bandung, 23 Juli 2026
Dekan,

/

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR: I1I/FH/KEP/2026-07 /0066-1

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK
TAHUN AJARAN 2026/2027

Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,

Menimbang : a. bahwa sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan memerlukan informasi yang lengkap
dan utuh tentang penyelenggaraan kegiatan akademik
guna mempersiapkan dan melaksanakan proses
pembelajaran;

b. bahwa  kelengkapan dan  keutuhan informasi
pembelajaran itu merupakan petunjuk pelaksanaan
kegiatan akademik selama 1 (satu) tahun bagi sivitas
akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan;

c. bahwa agar petunjuk pelaksanaan kegiatan akademik
tahun 2026/2027 memiliki kekuatan mengikat bagi sivitas
akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan;

d. bahwa berdasarkan butir a, b dan ¢, perlu ditetapkan
melalui Keputusan Dekan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Akademik Tahun Ajaran 2026/2027 Fakultas
Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025
tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

4. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik
Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta
Universitas Katolik Parahyangan; sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pengurus Yayasan Universitas
Katolik Parahyangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Universitas
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Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Statuta Universitas Katolik Parahyangan; dan perubahan
kedua dengan Peraturan Pengurus Yayasan Nomor 26
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pengurus Yayasan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta
UNPAR;

5. Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Beasiswa bagi Mahasiswa
Universitas Katolik Parahyangan;

6. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik
Parahyangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya
Seleksi dan Biaya Studi Program Diploma, Program
Sarjana Terapan, dan Program Sarjana Universitas
Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026;

7. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik
Parahyangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya
Seleksi dan Biaya Studi Program Magister;

8. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik
Parahyangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya
Seleksi dan Biaya Studi Program Doktor;

9. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik
Parahyangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik
Parahyangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kelola Universitas Katolik
Parahyangan;

10. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor III/PRT/2018-01/007 tentang Tata Laksana
pengalihan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program
Pascasarjana dari Sekolah Pascasarjana ke Fakultas di
Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;

11. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor  III/PRT/2018-09/137 tentang Penilaian
Keberhasilan Belajar Dalam Mata Kuliah Dan Evaluasi
Keberhasilan Belajar Di Lingkungan Universitas Katolik
Parahyangan sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor III/PRT/2021-11/278 tentang Perubahan Atas
Penilaian Keberhasilan Belajar Dalam Mata Kuliah Dan
Evaluasi Keberhasilan Belajar Di Lingkungan Universitas
Katolik Parahyangan;

12. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor: 1lI/PRT/2018-11/164 tentang Organisasi
Kemahasiswaan Universitas Katolik Parahyangan;

13. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor: 1lI/PRT/2019-09/105 tentang Beasiswa Bagi
Mahasiswa  Anak Pegawai  Universitas  Katolik
Parahyangan;

vi
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14. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor III/PRT/2020-03/102 tentang Kualifikasi Dosen
dalam Melaksanakan Pengajaran, Pembimbingan dan
Pengujian di  Lingkungan  Universitas  Katolik
parahyangan;

15. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor: 1lI/PRT/2020-07/081 tentang Beasiswa Silih
Asuh Bagi Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;

16. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku
Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;

17. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor: 1lI/PRT/2021-11/243 tentang Beasiswa Santyaya
Bhakti Bagi Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;

18. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor: 1lI/PRT/2021-11/247  tentang Beasiswa
Kriyasadana Bagi Mahasiswa Universitas Katolik
Parahyangan;

19. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor  III/PRT/2022-04/025 tentang Beasiswa
Pacupasca Bagi Mahasiswa Program Studi Magister dan
Doktor di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;

20. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor III/PRT/2022-06/049 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Katolik
Parahyangan;

21. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor III/PRT/2022-11/088 tentang Pelanggaran dan
Prosedur Penjatuhan Sanksi Akademik Mahasiswa
Universitas Katolik Parahyangan;

22. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor: 1lI/PRT/2023-02/010 tentang Beasiswa Pro
Ecclesia Bagi Mahasiswa Utusan Keuskupan dan Tarekat
Religius Katolik di Lingkungan Universitas Katolik
Parahyangan;

23. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor: III/PRT/2024-09/099  tentang  Struktur
Organisasi dan Uraian Jabatan Struktural untuk Fakultas
Dan Program Vokasi dan Profesi di Lingkungan
Universitas Katolik Parahyangan;

24. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor:  III/PRT/2025-03/017  tentang  Standar
Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Universitas
Katolik Parahyangan.
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2026/2027 yang
merupakan landasan bagi penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan.
Petunjuk pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan 2026/2027 berisi ketentuan
tentang pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan yang ditetapkan dalam
lampiran Kkeputusan, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,

27 Juli 2026

Dekan,

/

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.
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VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA KELOLA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

A. SEJARAH

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang resmi berdiri
pada tahun 1958, merupakan fakultas tertua kedua sejak UNPAR dan
fakultas Ekonomi sebagai fakultas pertama diresmikan pendiriannya
pada tahun 1955. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat
terbatas pada saat peresmiannya, namun didukung semangat tinggi
serta pengorbanan para pendiri dan pengelolanya, Fakultas Hukum
UNPAR secara bertahap telah berhasil menampakkan jejaknya sebagai
salah satu Fakultas Hukum terkemuka di Indonesia.

Pada masa-masa awal keberadaannya, perkuliahan dan pengelolaan
Fakultas Hukum UNPAR dilaksanakan di sebuah gedung bioskop
dengan jumlah dosen dan mahasiswa yang relatif sedikit. Setelah
UNPAR memiliki kampus sendiri yang berlokasi di Jalan Merdeka No.
30; Jalan Aceh No. 53 dan Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung seluruh
kegiatan pembelajaran dan pengelolaan Fakultas Hukum dilaksanakan
di kampus ini bersama dengan fakultas-fakultas lain di lingkungan
UNPAR. Gedung 2 di Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung mulai
digunakan sebagai kampus baru Fakultas Hukum sejak tahun 1979 -
1980 sampai saat ini.

Sejak tahun 2018, Program Magister Hukum dan Doktor Hukum telah
diintegrasikan ke Fakultas Hukum. Dengan demikian sejak itu, Fakultas
Hukum memiliki tiga program studi yaitu: 1) Program Studi Hukum
Program Sarjana; 2) Program Studi Hukum Program Magister; dan 3)
Program Studi Hukum Program Doktor. Kebijakan integrasi
merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan keilmuan yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNPAR.

Dua belas orang Dekan telah silih berganti memimpin dan membina
Fakultas Hukum UNPAR sebagai Fakultas Hukum swasta tertua di
Indonesia sampai dengan tingkat perkembangannya dewasa ini.
Sampai dengan Yudisium tanggal 17 Juli 2026 Fakultas Hukum UNPAR
telah menghasilkan 11.635 (sebelas ribu enam ratus tiga puluh
lima) orang lulusan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan

1
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menjalani berbagai profesi yang relevan dengan pendidikan tinggi
hukum yang dibekalkan kepada mereka, seperti hakim, jaksa, advokat,
konsultan hukum, dan notaris, di samping mereka yang bekerja sebagai
pegawai pemerintah, perbankan, perusahaan-perusahaan domestik
maupun asing, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Alumni Fakultas Hukum UNPAR tersebar di berbagai profesi, mulai dari
dunia peradilan, kejaksaan, advokasi, hingga pemerintahan dan bisnis.
Penting bagi mahasiswa untuk memahami bahwa jabatan seseorang
bisa berubah seiring waktu. Ada yang masih aktif menjabat, ada pula
yang sudah purna tugas namun tetap dikenang sebagai pencapaian
penting dalam perjalanan karier mereka.

Untuk profesi advokat, banyak alumni yang menekuni profesi litigasi
dan menjadi pengacara papan atas. Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCIArb.
dikenal sebagai partner di firma hukum Assegaf, Hamzah & Partners,
salah satu firma hukum korporasi terkemuka di Indonesia. Ada pula Dr.
Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., pendiri firma Frans Winarta &
Partners, yang di masa lalu juga pernah menjadi anggota Komisi Hukum
Nasional — sebuah lembaga yang kini sudah tidak ada karena
dibubarkan pada 2014. Selain itu, Pheo Marojahan Hutabarat, S.H.
berkarier sebagai senior partner di HHR Lawyers, Denny Kailimang,
S.H., M.H. di Kailimang & Ponto, Stefanus Haryanto, S.H., LL.M. di Adnan
Kelana Haryanto & Hermanto, serta Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H,,
LL.M., M.Hum. yang namanya sudah sangat dikenal publik melalui firma
Hotman Paris & Partners. .

Untuk profesi Jaksa, Dr. Marzuki Darusman, S.H. pernah menjabat Jaksa
Agung Republik Indonesia pada periode 1999-2001. Setelah itu, ia
sempat melanjutkan kiprahnya di parlemen sebagai anggota DPR RI
dari Partai Golkar periode 2004-2009. Sementara itu, Loeke Larasati,
S.H., M.M. sempat dikenal luas menjabat Jaksa Agung Muda Perdata dan
Tata Usaha Negara (Jamdatun) di Kejaksaan Agung RI.

Untuk organisasi masyarakat sipil, Lalola Easter Kaban, S.H. konsisten
dikenal sebagai pegiat anti korupsi di Indonesia Corruption Watch
(ICW), dan peran ini tampaknya masih berlangsung hingga sekarang.
Sandrayati Moniaga, S.H. juga layak masuk kategori ini mengingat
aktivitasnya yang lekat dengan isu HAM, meski secara formal ia
menjabat lewat lembaga negara; ia pernah menjadi Komisioner
sekaligus Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM periode 2017-2022,
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namun masa jabatan tersebut resmi berakhir pada November 2022,
sehingga saat ini ia sudah tidak lagi menjabat di lembaga tersebut.
Adapun Marzuki Darusman sempat pula berperan di ranah
kemanusiaan internasional sebagai Chairperson of the Independent
International Fact-finding Mission on Myanmar di bawah mandat Komisi
Hak Asasi Manusia PBB.

Untuk lembaga pemerintahan, ada dua nama yang jabatannya masih
aktif hingga saat ini. Pertama, Ricky Suhendar, S.H., M.H., yang sejak 26
Juni 2023 menjabat Duta Besar RI untuk Peru merangkap Bolivia, dan
bahkan per April 2026 dipromosikan menjadi Direktur Jenderal Hukum
dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Kedua, Junimart
Girsang, S.H, M.B.A, M.H., yang memiliki perjalanan Kkarier
pemerintahan yang panjang: menjadi anggota DPR RI dua periode
(2014-2024) mewakili Dapil Sumatera Utara III, termasuk sempat
menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI
dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI (2021-2024). Sejak 24 Maret 2025,
ia resmi menjabat Duta Besar RI untuk Italia, merangkap Malta, San
Marino, dan Siprus, sekaligus mewakili Indonesia di FAO, [FAD, WFP,
dan UNIDROIT — jabatan yang masih beliau emban hingga saat ini.

Terakhir, di jalur bisnis, ada Indra Mulyabudiwan, S.H., LL.M. yang
menjabat Senior Chief Counsel Operations di Chevron Indonesia
Company, dan Ivan Petrus Sadik, S.H. yang menjabat COO Astra-Auto
2000. Keduanya masih aktif di posisi tersebut. Satu nama lain yang
layak ditambahkan sebagai teladan alumni senior di dunia bisnis adalah
Budi Setiadharma, alumni FH tahun 1963, yang pernah menjabat
Presiden Komisaris PT Astra International Tbk, menunjukkan bahwa
lulusan Fakultas Hukum juga bisa menembus jajaran tinggi pimpinan
korporasi besar nasional.

Selain berprofesi sebagai pengemban hukum praktikal, cukup banyak
alumni yang menekuni jalur akademik sebagai Guru Besar maupun
Pimpinan Fakultas Hukum, misalnya Prof. Dr. Ateng Syafrudin, Prof. Dr.
Arief Sidharta, Prof. Dr. Etty Agoes, Prof. Dr. Gunadi, dan Dr. iur. Asmin
Fransiska yang saat ini menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas
Katolik Atma Jaya Jakarta. Hal ini menegaskan bahwa jalur akademik
pun menjadi salah satu capaian membanggakan dari para alumni.
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B. STATUS AKREDITASI
Sebagai salah satu Fakultas Hukum swasta tertua dan pertama yang
memperoleh status “Disamakan” dengan perguruan tinggi negeri,
Program Studi Hukum Program Sarjana telah memperoleh status
akreditasi “Unggul” berdasarkan Keputusan BAN-PT 705/SK/BAN-
PT/Ak.Ppj/S1/VIII/2025 tentang Akreditasi Program Studi Hukum
pada Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan dari Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang berlaku hingga tahun 2030.

Untuk Program Magister dan Doktor Hukum yang telah terintegrasi di
Fakultas Hukum sejak tahun 2018, telah memperoleh status akreditasi
sebagai berikut:

1. Program Studi Hukum (Program Magister) terakreditasi “Baik
Sekali” berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 7869/SK/BAN-
PT/Ak.Ppj/M/X/2025, dengan masa berlaku akreditasi hingga 14
September 2030;

2. Program Studi Hukum (Program Doktor) merupakan program
studi yang terakreditasi “Baik Sekali” berdasarkan Keputusan BAN-
PT No. 6875/SK/BAN-PT/Ak.S/S3/VIl/2025.

C. VISIDAN MISI
Sesuai rencana strategis, Visi dan Misi Fakultas Hukum adalah:

1. Visi
Menjadi komunitas akademik yang menghasilkan lulusan
pendidikan tinggi hukum yang memiliki rasa, rasio, raga, dan rukun
untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila
dengan mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran
internasional.

2. Misi

a. Mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang menjunjung
tinggi kebenaran berdasarkan hasil penelitian dan
pengembangan hukum.

b. Mengembangkan penelitian hukum untuk mengangkat kearifan
lokal ke tatar internasional.

c. Mengabdikan hasil penelitian hukum kepada masyarakat demi
terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.
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Perumusan visi di atas dilandaskan pula pada pemikiran Prof.
Soediman Kartohadiprodjo, Dekan Fakultas Hukum UNPAR di era
1960-an, yang menyatakan bahwa pendidikan manusia melalui proses
pendidikan tinggi hukum harus melingkupi pengembangan aspek rasa
(affective: passion; empathy), rasio (logic; cognitive), raga (psychomotor;
higher skills) dan terakhir rukun: kemampuan untuk hidup bersama
dengan sesama, termasuk mereka yang liyan (berbeda suku, ras,
agama-keyakinan) sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Tata pamong dan sistem tata kelola pada Fakultas Hukum UNPAR

didasarkan pada ketentuan normatif yang berlaku baik di tingkat

nasional yakni peraturan perundang-undangan yang relevan, dan
ketentuan internal UNPAR yaitu:

a. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik
Parahyangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan
Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Statuta Universitas Katolik Parahyangan dan perubahan kedua
dengan Peraturan Pengurus Yayasan Nomor 26 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengurus Yayasan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta UNPAR;

b. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Katolik Parahyangan;

c. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan
Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 28
Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola
Universitas Katolik Parahyangan;

d. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor
[1I/PRT/2024-09/099 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola
Unit Akademik di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Berdasarkan berbagai ketentuan normatif di atas, maka struktur

organisasi Fakultas Hukum UNPAR terdiri atas: Senat Fakultas, Dekanat

yang dipimpin oleh Dekan dengan dibantu oleh Deputi Dekan, Ketua

Program Studi Hukum Program Sarjana, Ketua Program Studi Hukum

Program Magister dan Doktor, Kepala Laboratorium Hukum, dan
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Kepala Lembaga Bantuan Hukum; serta ditunjang oleh tenaga
kependidikan di bawah pimpinan Koordinator Administrasi.

1.

Senat Fakultas

Senat Fakultas Dbertugas dan berwenang memberikan
pertimbangan atau penilaian normatif bidang akademik dan non
akademik terkait dengan penyelenggaraan program studi hukum
pada Fakultas Hukum UNPAR. Pertimbangan normatif tersebut
dilakukan oleh Senat Fakultas baik atas permintaan Dekanat
maupun atas dasar inisiatif Senat Fakultas sendiri. Berdasarkan
Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor:
III/R/KEP/2025-03/0076, keanggotaan Senat Fakultas Hukum
adalah sebagai berikut:

Unsur Pejabat Struktural:

e Dekan

e Deputi Dekan I

e Deputi Dekan II

e Ketua Program Studi Hukum Program Magister dan Doktor
e Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana

Unsur Guru Besar dan Perwakilan Dosen:

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum.

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., C.N.
Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H, LL.M.

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Nomor: III/R/KEP/2025-03/0076, ditetapkan bahwa Ketua dan
Sekretaris Senat Fakultas Hukum masa bakti 2025 - 2029 adalah
sebagai berikut:

Ketua Senat : Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.
Sekretaris Senat : Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum.



Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2026/2027

2. Pejabat Struktural

Dekan :  Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo,
S.H.,, M.Hum.

Deputi Dekan I :  Dr. Niken Savitri S.H., MCL.

Deputi Dekan I1 ¢ Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.
(Adv.)

Kaprodi Sarjana :  Valerianus Beatae Jehanu S.H., M.H.

Kaprodi Magister dan :  Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi

Doktor Wulansari, Ph.D,, S.H.,, M.Hum,, S.E., M.M.

Kepala Laboratorium :  Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.

Hukum

Kepala LBH : Yunita S.H,, L.L.M.

“Pengayoman” UNPAR

Ketua Satgas :  Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.
Penjaminan Mutu

Ketua Pusat Studi : Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.
Hukum Transnasional

3. Administrasi
e Koordinator Administrasi : Clara Ega Aristya, S.H., M.M.
e Staf Administrasi :
John Marsusi, S.Sos.
Dadang Jumarsa
Antonius Boedi Oetomo
Maria Agustina Lussi
Debora Natalia Setiawan, S.H.
Sandra Romcahyana, A.Md.T.Kom.
Petrus Guntur Bayu Jati Kusumo, S.E.
Clara Ima Fitria, S.I.LKom.
Regina Ayu Kurniasari, S.Tr.A.P.
0. Hasvika Saviela, S.S.1.

PO XRXNUE W
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4. Laboratorium Hukum

Pada mulanya, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNPAR
dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI pada tahun 1994 tentang Kurikulum yang berlaku
secara Nasional Program Sarjana Hukum. Dengan itu, tugas
Laboratorium Hukum (Lab Hukum) adalah membina
penyelenggaraan mata kuliah yang beraspek keterampilan dan
menyusun pedoman penulisan hukum untuk mahasiswa. Pada masa
kini, Lab Hukum menjadi fasilitas untuk mengembangkan aspek
keterampilan hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

Lab Hukum sebagai fasilitas fisik adalah ruangan yang terletak di
lantai 4 Gedung 2 Fakultas Hukum. Beberapa sarana dan prasarana
yang disediakan Lab Hukum yaitu koleksi pustaka, jurnal ilmiah,
majalah, dan pustaka lain yang relevan dengan bidang Hukum.
Kesemuanya itu yang diakses dan dibaca oleh mahasiswa dan dosen
Fakultas Hukum, juga oleh tamu pengunjung dari pihak luar. Selain
fasilitas kepustakaan, ada juga fasilitas fisik berupa komputer
dengan akses internet yang dapat dipakai untuk melakukan studi
penelitian ataupun membaca dan diskusi. Fasilitas non-fisik yang
juga dikelola Lab, dan disalurkan kepada seluruh sivitas akademika
Fakultas Hukum, adalah basis data, informasi, dan pengetahuan
digital, seperti Hukumonline.com dan HeinOnline.

Tugas Divisi Kepustakaan adalah untuk mengolah dan mengelola
data-data dari seluruh koleksi pustaka fisik yang berada di ruang
Lab Hukum, sehingga data-data tersebut terbuka untuk diakses
siapapun di dalam katalog Perpustakaan UNPAR pada laman
https://library.unpar.ac.id/. Tugas Divisi Program adalah
menjalankan program pengembangan ko-kurikuler, yakni yang
menunjang perkuliahan bagi para mahasiswa, dan melibatkan para
dosen Fakultas Hukum.

5. Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR
Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik
Parahyangan (LBH “Pengayoman” UNPAR) dibentuk pada tahun
1968 sebagai wadah pengabdian masyarakat bagi para dosen dan
mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR. Mandat utama LBH adalah
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat
yang kurang mampu, baik secara finansial maupun struktural.
Kegiatan pengabdian itu sejalan dengan sesanti Universitas Katolik
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Parahyangan yaitu “Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti
yang memiliki arti “Berdasarkan Ketuhanan Menuntut [lmu Untuk
Dibaktikan Kepada Masyarakat”.

Kegiatan utama LBH “Pengayoman” UNPAR adalah Konsultasi
Hukum dan Pendampingan Hukum baik litigasi maupun non litigasi.
Diluar kegiatan utama tersebut, LBH “Pengayoman” UNPAR juga
melakukan kegiatan rutin lainnya seperti Podcast “Bincang Hukum”
yang merupakan kanal pendidikan hukum melalui sosial media,
Penyuluhan Hukum dan Pelatihan Hukum, Rapat Kerja Tahunan
serta Pendidikan dan Pelatihan Relawan baru (Diklat Internal).
Secara ringkas, kegiatan LBH terdiri dari pemberian bantuan hukum
dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Podcast “Bincang Hukum” LBH "Pengayoman" UNPAR dapat

didengarkan melalui platform spotify, anchor dan google podcast.

Produksi konten podcast bincang hukum melibatkan dosen, praktisi

dan relawan LBH. Dalam proses produksi tersebut, setiap relawan

LBH melakukan riset hukum terhadap materi yang hendak

disuarakan. Selain podcast, LBH "Pengayoman" UNPAR juga

menyediakan konten infografis “Fakta Hukum” yang dipublikasikan

melalui media sosial LBH "Pengayoman"” UNPAR sebagai berikut:

a. Instagram:lbhpengayoman

b.  Facebook: Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman

C. Twitter: @LBH_Pengayoman; dan

d. Linkedln: LBH  “Pengayoman”  Universitas  Katolik
Parahyangan.

LBH “Pengayoman” UNPAR juga menyelenggarakan seminar
maupun webinar (diskusi virtual) bertemakan hukum serta terlibat
dalam melakukan penelitian atau kajian dalam rangka advokasi
hukum yang bekerja sama dengan beberapa lembaga masyarakat
sipil.

Informasi lebih lanjut mengenai LBH “Pengayoman” UNPAR dapat

diakses melalui website https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/ atau
berkunjung ke Kantor LBH “Pengayoman” UNPAR di Gedung

Fakultas Hukum UNPAR Lantai 1, Ruang 2101.


https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2026/2027

E. DOSEN

1. Dosen Tetap
a. Guru Besar
1. Prof. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, Dr. (UNAIR), M.H.

(UNPAD), S.H. (UNPAR).

Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum
Pertanian, Hukum Perikanan, Hukum Keuangan Negara (MH),
Teori Hukum (DH).

Prof. Bernadette M. Waluyo, Dr. (UNPAR), C.N. (UNPAD),
M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR).

Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen,
Hukum Perjanjian, Hukum Perbuatan Melawan Hukum,
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Permasalahan
Perlindungan Hukum bagi Konsumen (MH), Penyelesaian
Sengketa Bisnis (MH), Hukum Jaminan (MH).

Prof. Catharina Dewi Wulansari, Dr. (Manajemen-
UNPAD), Ph.D. (COB-UUM), Dr. (Hukum-UNPAR), M.M.
(STM IMMI), M.Hum. (UNPAR), S.E. (STIE Pelita Bangsa),
S.H. (UNPAR).

Hukum Adat, Hukum Ketenagakerjaan, Sosiologi Hukum,
Hukum Sosial, Sosiologi Hukum Indonesia (MH), Metode
Penelitian Hukum (MH).

b. Lektor Kepala

1.

Sentosa Sembiring, Dr. (UNPAR), M.H. (UI), S.H. (UNPAR).

Hukum Perbankan dan Surat Berharga, Hukum Perusahaan,
Hukum Pasar Modal, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi,
Hukum Penanaman Modal, Hukum Kepailitan, Penyelesaian
Sengketa Bisnis (MH), Hukum Pasar Modal (MH).

Anne Safrina Kurniasari, Dr. (UI), LL.M. (University of
Leiden), S.H. (UNPAD).

Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Kriminologi,
Viktimologi, Kapita Selekta Hukum Pidana.

R.B. Budi Prastowo, Dr. (UNPAR), M.H. (UNDIP), S.H.
(UNDIP).

Pengantar [lmu Hukum, Hukum Pidana, Penalaran Hukum,
Seminar Penulisan Hukum, Simulasi Proses Peradilan (Moot
Court), Kapita Selekta Hukum Pidana, Teori Hukum (MH), Hak
Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi (MH), Kebijakan
Hukum Pidana (MH),Teori Hukum (DH).
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4.

Maria Emelia Retno Kadarukmi, Dr. (UNPAD), M.H. (UI),
S.H. (UNPAR).

Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Agraria, Hukum Pajak.
Niken Savitri, Dr. (UNPAR), MCL. (University of
Queensland), S.H. (UNPAR).

Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kapita Selekta
Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi
(MH), Hukum HAM (MH).

Tristam P. Moeliono, Dr. (University of Leiden), M.H. (UI),
LL.M. (University of Utrecht), S.H. (UNPAR).

Hukum Internasional, Filsafat Hukum, Perbandingan Hukum,
Hukum Pidana Internasional, Filsafat Hukum Modern (MH),
Aspek Hukum Lingkungan dan Tata Ruang (MH),
Perbandingan Hukum (DH).

W.M. Herry Susilowati, Dr. (UNPAD), M.H. (UNPAD), S.H.
(UNTAG)

IImu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan
Daerah, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Tentang Lembaga
Negara.

. Lektor

1.

R. Ismadi S. Bekti, M.H. (UNDIP), S.H. (UNPAR).

Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Ekonomi, Kapita Selekta
Hukum Pidana.

Aloysius Joni Minulyo, M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR).
[lmu Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara Administrasi,
Hukum Sumber Daya Alam.

Liona N. Supriatna, Dr.iur. (Justus-Liebig University,
Germany), M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR).

Hukum Internasional, Metode Penelitian Hukum, Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Hukum Organisasi Internasional, Hukum
Diplomatik, Hukum Humaniter, Metode Penelitian Hukum
(MH).

Ida Susanti, Dr. (University of Groningen), C.N. (Unpad),
LL.M. (University of Groningen), S.H. (UNPAR).

Pengantar [lmu Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, Labour Law,
Hukum Perdata Internasional, Hukum Acara Ketenagakerjaan,
Hukum Perburuhan Internasional, Hukum Olahraga, Hukum
Ketenagakerjaan (MH).
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5.

10.

11.

12.

Aluisius Dwi Rachmanto, Dr. (UNPAR), M.Hum. (UNPAR),
S.H. (UNPAR)

Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen,
Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perjanjian,
Permasalahan Perlindungan Hukum bagi Konsumen (MH),
Penyelesaian Sengketa Bisnis (MH).

. Yanly Gandawidjaja, Dr. (UNPAR), M.Hum. (UNPAR), Sp.1.

(UNPAD), S.H. (UNPAR).

Hukum Orang dan Keluarga, Pengantar Hukum Indonesia,
Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Perbuatan Melawan
Hukum, Hukum Perjanjian, Hukum Waris KUHPerdata,
Perancangan Kontrak Bisnis, Hukum Jaminan (MH).

. Rachmani Puspitadewi, Dr. (UNPAR), M.Hum. (UNPAR),

S.H. (UNPAR).

Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Hukum
Administrasi, Perancangan Dokumen Regulasi, Hukum
Komunikasi dan Informasi.

. Grace Juanita, Dr. (UNPAR), M.Kn. (UNPAD), S.H. (UNPAR).

Pengantar I[lmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum
Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional,
Perancangan Kontrak Bisnis, Hukum Perbuatan Melawan
Hukum, Etika Profesi Hukum, Hukum Siber, Penyelesaian
Sengketa Bisnis (MH).

. Maria Ulfah, M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR).

Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Penologi dan
Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana, Sistem
Peradilan Pidana Indonesia.

Wurianalya Maria Novenanty, LL.M. (UGM), S.H. (UGM).
Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Benda dan Jaminan,
Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perbankan dan
Surat Berharga.

Debiana Dewi Sudradjat, Dr. (UNPAR), M.Kn. (UNPAD), S.H.
(UNPAR).

Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Adat, Perancangan
Kontrak Bisnis, Sosiologi Hukum, Hukum Jaminan (MH).
Tanius Sebastian, M.Fil. (STF Driyarkara), S.H. (UNPAR).
Ilmu Negara, Filsafat Hukum, Etika Profesi Hukum,
Perbandingan Hukum, Metode Penelitian Hukum.
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13. Nefa Claudia Meliala, M.H. (UI), S.H. (UNPAR)

Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Kriminologi,
Hukum Pidana Ekonomi, Seminar Penulisan Hukum, Sistem
Peradilan Pidana Indonesia, Kapita Selekta Hukum Pidana.

14. Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, M.H. (UGM), S.H.

(UNSRAT).
Hukum Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum
Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional,
Perancangan Dokumen Regulasi, Seminar Penulisan Hukum,
Kapita Selekta Hukum Lingkungan.

15. Galuh Candra Purnamasari, M.H. (UGM), S.H. (UGM).
Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum
Pemerintahan Daerah, Hukum Tentang Lembaga Negara, [lmu
Perundang-undangan.

16. Adrianus Adityo Vito Ramon, LL.M.(Adv.) (University of
Queensland), S.H. (UI).

Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum
Organisasi Internasional, Hukum Humaniter, Humanitarian
Law, Hukum Laut, Law of The Sea, Hukum Udara dan Angkasa.

17. Theodora Pritadianing Saputri, LL.M. (University of

Leiden), S.H. (UNPAR).
Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Benda dan Jaminan,
Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perjanjian,
Hukum Kontrak Internasional, Hukum Perdata Internasional,
Hukum Perusahaan, Perancangan Kontrak Bisnis.

d. Asisten Ahli

1. Dewi Sukma Kristianti, Dr. (UNPAR), M.H. (UII), S.H. (UII).
Hukum Islam, Hukum Perbuatan Melawan Hukum,
Perancangan Dokumen Regulasi, Metode Penelitian Hukum,
Seminar Penulisan Hukum.

2. Feby lvalerina Kartikasari, Dr. (University of Leiden),
LL.M. (University Of Kent), S.H. (UNPAR).
Hukum Administrasi, Hukum Lingkungan dan Tata Ruang,
Ilmu Perundang-undangan, Seminar Penulisan Hukum, Kapita
Selekta Hukum Lingkungan.

3. KarolusE. Lature, M.H. (UNPAR), S.H., (UNPAR)
Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perlindungan
Konsumen, Hukum Acara Perdata.
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4. Rismawati, M.H. (UI), S.H.(UNPAR).

Hukum Ekonomi, Hukum Kompetisi Hukum Pajak,
Perancangan Dokumen Regulasi, Hukum Acara Kompetisi,
Seminar Penulisan Hukum, Hukum Keuangan Negara.

5. John Anthony Manogari Tobing, LL.M. (University of
Cambridge), S.H. (UNPAR).

Hukum Internasional, Hukum Kontrak Internasional, Metode
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6. Valerianus Beatae Jehanu, M.H. (UGM), S.H. (UB)

[lmu Negara, Hukum Tata Negara, [Imu Perundang-undangan,
Hukum Pemerintahan Daerah, Seminar Penulisan Hukum,
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

7. Anna Anindita Nur Pustika, M.H. (UGM), S.H. (UAJY).
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perjanjian Internasional,
Hukum Organisasi Internasional, Hukum Humaniter, Hukum
Ketenagakerjaan, Perancangan Dokumen Regulasi, Seminar
Penulisan Hukum.

8. Chrisse Calcaria Brahmana, M.Kn. (UGM), S.H. (USU).
Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Dagang, Hukum
Perbankan dan Surat Berharga, Hukum Waris KUHPerdata,
Hukum Perusahaan, Seminar Penulisan Hukum.

9. Yunita, LL.M. (University of Washington), S.H. (UNTAR).
Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Acara Pidana, Tindak
Pidana Tertentu, Hukum Pidana, Etika Profesi Hukum,
Seminar Penulisan Hukum, Kapita Selekta Hukum Pidana.

10. Jesslyn Kartawidjaja, M.M. (Manajemen-UNPAR), M.Kn.
(UNPAD), S.H. (UNPAR).
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Dagang, Hukum Waris KUH
Perdata, Perancangan Kontrak Bisnis, Hukum Kekayaan
Intelektual, Hukum Perusahaan, Seminar Penulisan Hukum.

e. Belum Memiliki Jabatan Akademik

1. Marlindah J.A. Sumampow, LL.M. (University of Utrecht),
M.H. (UI), S.H. (UNPAR).
[lmu Negara, Hukum Administrasi, Hukum Perbankan dan
Surat Berharga.

2. Ilva Nurfitriati, M.Si (SITH- ITB), S.H (UNPAR).
Hukum Lingkungan dan Tata Ruang, Hukum Administrasi,
Kapita Selekta Hukum Lingkungan.
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3.

Nasar Ambarita, M.Hum. (UNPAR), Sp.1. (UNPAD), S.H.
(UNPAD).

Tindak Pidana Tertentu, Hukum Acara Administrasi, Simulasi
Proses Peradilan (Moot Court).

Bagus Fauzan, M.H (UNPAD), SH (UNPAD).

Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Dagang, Hukum Benda
dan Jaminan, Seminar Penulisan Hukum, Hukum Kekayaan
Intelektual Komunal.

Vania Irawan, M.H (UI), S.H (UNPAR).

Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perjanjian, Hukum
Dagang, Hukum Kekayaan Intelektual, Perancangan Dokumen
Regulasi, Seminar Penulisan Hukum.

Lidwina Larasati Himawan, M.H. (UGM), S.H (UAJY)
Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Perbuatan Melawan
Hukum, Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Acara Perdata,
Perancangan Dokumen Regulasi, Seminar Penulisan Hukum.
Williams Oey, LL.M (University of Tilburg), S.H (UNPAR)
Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum
Ketenagakerjaan, Hukum Perburuhan Internasional, Seminar
Penulisan Hukum.

Ahmad Mukhlish Fariduddin, M.H (UNPAR), S.H. (UNPAR).
Pengantar [lmu Hukum, Hukum Pidana, Perbandingan Hukum,
Filsafat Hukum, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Seminar
Penulisan Hukum.

Olivia Agatha Kusuma, M.H (UNPAR), S.H (UNPAR).
Pengantar [lmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana,
Penologi dan Pemasyarakatan, Hukum Pidana Ekonomi,
Seminar Penulisan Hukum.

2. Dosen Luar Biasa
a. Guru Besar

1.

Prof. Budiono Kusumohamidjojo, Dr.phil. (Julius-
Maximilians-Universitit), S.H. (UNPAR).

Perbandingan Hukum Kontrak (MH), Filsafat Hukum (DH).
Prof. Ign. Bambang Sugiharto, Dr. (Pontifical University of
Saint Thomas Aquinas, Roma Italia).

Filsafat [lmu (DH).

Prof. Susi Dwi Harijanti, Ph.D, L.L.M. (University of
Melbourne), S.H (UNPAD).

Hukum Tata Negara.
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4.

Prof. Sinta Dewi, Dr. (UNPAD), LL.M. (Washington College
of Law, American University Washington D.C., USA), S.H.
(UNPAD)

Hukum Siber.

Prof. Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, Dr. (UIN SGD), M.Ag.
(IAIN SGD), M.Si. (UNPAD), S.Ag. (IAIN SGD).

Hukum Islam, Hukum Wakaf.

b. Lektor Kepala

1.

Djaja Sembiring Meliala, M.H. (UI), S.H. (UNPAR).

Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Benda dan Jaminan,
Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Waris
KUHPerdata.

C. Djisman Samosir, M.H. (UI), S.H. (UNPAR).

Tindak Pidana Tertentu, Penologi dan Pemasyarakatan.
Agustinus Pohan, M.S. (Arizona State University), S.H.
(UNPAD).

Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Sistem
Peradilan Pidana Indonesia, Kapita Selekta Hukum Pidana.
Anna Fidelia Elly Erawaty, Ph.D. (University of
Melbourne), LL.M. (London School of Economics, London),
S.H. (UNPAR).

Hukum Kompetisi, Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi
Internasional, Hukum Acara Kompetisi, Hukum Perdagangan
Internasional Publik (MH).

Catharina Ria Budiningsih, Dr. (UNPAR), MCL. (National
University of Singapore), Sp.1. (UNPAD), S.H. (UNPAR).
Hukum Dagang, Hukum Kekayaan Intelektual, Aspek-Aspek
Hukum tentang Alih Teknologi, Hukum Kekayaan Intelektual
Komunal, Perlindungan Hukum poatas Kekayaan Intelektual
(MH), HKI Kontemporer (MH).

Asep Iwan Iriawan, Dr. (UNPAD), M.H. (UGM), S.H.
(UNPAR).

Hukum Islam, Hukum Acara Perdata.

Oyok Abuyamin, Dr. (UNPAR), M.H. (UNPAS), M.Si. (UI),
S.H. (UNINUS)

Teknik Penyelesaian Perkara Pajak.
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8. Kristian Widya Wicaksono, Ph.D. (Tunghai University),
M.Si. (UNPAR), S.Sos. (UNPAR).

Kebijakan Antikorupsi.
c. Lektor

1. Bayu Seto Hardjowahono, Dr. (University of Groningen),
LL.M. (University of Georgia), S.H. (UNPAR).
Hukum Kontrak Internasional, Perancangan Kontrak Bisnis,
Hukum Perdata Internasional, Hukum Acara Perdata
Internasional, Hukum Hiburan, Hukum Olahraga, Hukum Jual-
Beli Barang Internasional (MH).

2. Yohanes Peka Wisok, Drs., M.Si.
Sosiologi dan Antropologi.

3. Djamal, Dr. (UNPAR), M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNINUS).
Hukum Kekayaan Intelektual, Teknik Penyelesaian Perkara
Perdata, Hukum Kepailitan.

4. Agus Setiawan, Dr. (UNPAR), M.Hum. (UNPAR), M.Kn.
(UNPAD), S.H. (UNPAR).

Penalaran Hukum, Hukum Perijinan (MH).

5. Chandra Kuswoyo, M.T. (ITB), S.E. (Universitas Kristen

Maranatha).
[lmu Ekonomi.
6. RD Alfonsus Sutarno, Dr. (UI), Lic.Th (Universitas

Urbaniana), S,Ag. (UNPAR).
Sosiologi dan Antropologi.

d. Belum Memiliki Jabatan Akademik

1.

2.

dr. Tammy Juwono Siarif, S.H., M.H.Kes.

Hukum Kesehatan.

Rasamala Aritonang, Dr. (UNPAR), M.H. (UI), S.H.
(UDAYANA).

Kebijakan Antikorupsi, Simulasi Proses Peradilan (Moot
Court).
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Sistematika Buku Petunjuk Pelaksanaan Akademik
Fakultas Hukum UNPAR:

Buku I:
Petunjuk Pelaksanaan Akademik Program Studi Hukum -
Program Sarjana
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BABI1
KURIKULUM PROGRAM SARJANA

A. Pendahuluan

Upaya mewujudkan visi serta melaksanakan misi Fakultas Hukum
UNPAR, antara lain, dilaksanakan melalui penetapan sebuah kurikulum
yang merupakan serangkaian rencana dan proses pembelajaran
Program Studi Hukum Program Sarjana yang harus dijalani oleh Dosen,
Mahasiswa, serta para-Tenaga Kependidikan. Pengertian kurikulum
tidak hanya berupa nomenklatur sekelompok mata kuliah berikut
bobot kreditnya dan dosen pengajarnya, melainkan mencakup pula
aspek metode dan materi pembelajaran serta sistem penilaian
keberhasilan lulusan. Sesuai dengan sistem penjaminan mutu
pendidikan tinggi yang diterapkan pada program Sarjana Fakultas
Hukum UNPAR, maka kurikulum dirancang dengan berdasarkan pada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku, nilai-nilai dasar
UNPAR, serta Visi dan Misi Fakultas Hukum UNPAR.

Sejak Semester Ganjil 2023/2024 Fakultas Hukum UNPAR
memberlakukan kurikulum baru untuk program sarjana (selanjutnya
disebut Kurikulum 2023). Kurikulum 2023 ini disusun dengan
paradigma dan pendekatan yang sejalan dengan kurikulum
sebelumnya, yakni dengan terlebih dahulu menetapkan Profil dan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan kemudian baru menetapkan
materi ajar yang dibutuhkan untuk mencapai CPL tersebut. Kemudian
berbagai materi ajar tersebut diorganisasikan ke dalam mata kuliah-
mata kuliah, ditentukan statusnya (wajib/pilihan), bobot SKS, alur
prasyarat, dan disusun dalam struktur berdasarkan semester. Selain
itu, Kurikulum 2023 telah mengakomodasi kebijakan pemerintah
tentang Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang
mana telah dilaksanakan sejak Semester Ganjil 2021/2022
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (yang
selanjutnya disebut Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Program MBKM
memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi
syarat tertentu untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus asal
dan mendapat pengakuan maksimal 20 sks untuk setiap programnya.

Dalam proses penerapan Kurikulum 2023 juga dilengkapi dengan
seperangkat peraturan pelaksana dan kebijakan untuk memastikan
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pelaksanaannya sesuai tujuan dan hasil pembelajaran yang
dikehendaki. Untuk menyelesaikan program Sarjana seorang
mahasiswa harus menyelesaikan minimal 144 SKS, yang terdiri dari
132 SKS Mata Kuliah Wajib dan minimal 12 SKS Mata Kuliah Pilihan.
Untuk Program MBKM, mahasiswa wajib menyelesaikan 124 sks dan 20
sks program MBKM (untuk beberapa hal, terdapat ketentuan dan
kebijakan khusus yang perlu ditempuh untuk mahasiswa Program
MBKM).

Substansi Kurikulum 2023 ditata sedemikian rupa sehingga proses
pendidikan seorang mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
dapat diarahkan pada pembentukan seorang calon pengemban profesi
hukum yang utuh dan mencakup pembinaan pengetahuan akademik,
pembentukan pribadi yang bermoral, pengembangan kemampuan
berpikir kritis dan metodis, serta kemampuan untuk berinteraksi-sosial
dan bekerjasama.

B. Profil Lulusan

a. Sarjana Hukum yang akan mengemban profesi hukum melalui
program (pada) pendidikan profesi hakim, jaksa, advokat, dan
notaris.

b. Sarjana Hukum yang akan mengemban hukum pada badan
pemerintah atau non pemerintah, badan usaha atau non-badan
usaha, badan hukum atau non-badan hukum.

c. Sarjana Hukum yang akan memperdalam pengetahuan dan
kemampuan akademik pada jenjang pendidikan Magister Hukum.

C. Capaian Pembelajaran Lulusan
1. SIKAP

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius.

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika.

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
berdasarkan pancasila.

d. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada
Negara dan bangsa.

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
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f.

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan.

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri.

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.

Menjadi cendekia yang menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan
dan keindahan.

Mampu melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang
sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.

Menunjukkan sikap jujur, luhur, dan setia dalam menjalankan
profesi dan pekerjaannya.

Menunjukkan sikap saling percaya, saling melayani, dan
menjunjung tinggi kesetaraan dalam profesi dan pekerjaannya.

KETERAMPILAN UMUM LULUSAN SARJANA

a.

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di
atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis informasi dan data.

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di
luar lembaganya.

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja
kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap
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penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya.

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok
kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu
mengelola pembelajaran secara mandiri.

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi.

KEMAMPUAN KERJA/KETERAMPILAN KHUSUS
Lulusan mampu:

a.

Menerapkan asas, prinsip, dan norma Hukum Positif Indonesia
termasuk Hukum Internasional, dalam memecahkan masalah
atau kasus hukum, serta mampu menganalisis dan
mengevaluasi hasilnya secara akademis, mandiri, dan
bertanggung jawab.

Bernalar dan berpikir yuridik dalam memecahkan masalah
atau kasus hukum sehingga dapat menyusun konsep
penyelesaian masalah atau kasus hukum.

Mengenali problem atau masalah pokok dalam Hukum Positif
Indonesia dalam memenuhi perkembangan kebutuhan
masyarakat, serta upaya untuk mewujudkan Sistem Hukum
Nasional Indonesia berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila.
Merancang dokumen elementer hukum sesuai dengan jenis
kebutuhan hukum dari masyarakat, baik dalam konteks
penyelesaian sengketa ataupun bukan sengketa, di dalam
maupun di luar pengadilan, bersifat regulatif maupun non-
regulatif, nasional maupun transnasional terutama hukum
yang berlaku di kawasan Asia Pasifik.

Merumuskan ide, pendapat, analisis, atau argumentasi yuridis,
melalui proses meneliti dan berpikir yuridik, serta
mengkomunikasikannya secara tertulis dan lisan berdasarkan
prinsip etika akademik.

Bekerjasama dengan sejawat, berlandaskan pada sikap
humanistis, demokratis, etis, taat hukum, saling menghormati,
dan berwawasan kebangsaan.
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PENGETAHUAN
Lulusan:

a.

Menguasai konsep teoritis dari Ilmu Hukum, Tradisi atau
Sistem Hukum, dan Ilmu Sosial tertentu yang berkaitan erat
dengan hukum agar dapat memahami penerapan dan
perkembangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum
Internasional terutama Hukum di wilayah Asia Pasifik.
Menguasai pengetahuan tentang sejarah, sumber, asas, prinsip,
dan norma hukum dari seluruh Hukum Positif Indonesia dan
Hukum Internasional, serta kebutuhan untuk mewujudkan
Sistem Hukum Nasional Indonesia yang utuh, sistemik, dan
komprehensif; serta pengetahuan tentang Hukum yang
berlaku di kawasan Asia Pasifik.

Menguasai pengetahuan tentang prinsip, langkah, dan teknik
penyusunan konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum
dengan menggunakan metode penalaran hukum atau metode
berpikir yuridik dan pengetahuan tentang Hukum Positif
Indonesia.

Menguasai asas dan metode penelitian serta penulisan hukum,
terutama yang bersifat monodisipliner, untuk menghasilkan
penulisan dokumen elementer hukum dan/atau esai akademik
di bidang hukum, sesuai dengan karakteristik Ilmu hukum dan
prinsip etika akademik.

Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi baik
lisan maupun tertulis, untuk keperluan di dalam maupun di
luar pengadilan, serta untuk menjalin kerjasama dengan
sejawat.

Menguasai konsep umum pengetahuan tentang Filsafat
Hukum, Sosiologi Hukum, Perbandingan Hukum, Ilmu
Ekonomi, [lmu Politik, Etika Profesi, dan Estetika, untuk dapat
lebih memahami dan mengenali problematika dalam
penerapan dan perkembangan Hukum Positif Indonesia.
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Pemetaan Capaian Pembelajaran (CPL)

No.

Kode
SIKUR

Pemetaan CPL

CPL

6052301

CPL 1: Mahasiswa mampu
mengomunikasikan

gagasan-gagasan secara
sistematis dan kreatif serta
berkinerja  baik  secara
mandiri maupun
interdisiplin [MKU].

SK10 - Menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan dan kewirausahaan

6052302

CPL 2 : Mahasiswa mampu
mengevaluasi karya ilmu
pengetahuan dan seni secara
interdisipliner berdasarkan
kebenaran (verum),
kebaikan  (bonum), dan
keindahan (pulchrum)
[MKU].

SK8 - Menginternalisasi nilai,
norma dan etika akademik

SK9 - Menunjukkan sikap
bertanggung jawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri

SK11 - Menjadi cendekia yang
menjunjung tinggi kebenaran,
kebaikan dan keindahan

SK12 - Mampu melakukan
pemberdayaan masyarakat di
bidang sosial, budaya, ekonomi
dan hukum

SK14 - Menunjukkan sikap
saling percaya, saling melayani,
dan menjunjung tinggi
kesetaraan dalam profesi dan
pekerjaannya

6052303

CPL 3 : Mahasiswa mampu
mengamalkan spiritualitas
dan nilai dasar Universitas
Katolik Parahyangan
(SINDU), iman kepada
Tuhan, dan Kkesetiaan pada
Pancasila [MKU].

SK1 - Bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius

SK2 - Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral dan etika
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No.

Kode
SIKUR

Pemetaan CPL

CPL

SK3 - Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara dan kemajuan
peradaban berdasarkan
Pancasila

SK4 - Berperan sebagai warga
negara yang banggga dan cinta
tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara
dan bangsa

SK5 - Menghargai
keanekaragaman budaya,
pandangan, agama dan
kepercayaan, serta pendapat
atau temuan orisinal orang lain

SK6 - Bekerja sama dan
memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan

SK7 - Taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara

SK13 - Menunjukkan sikap
jujur, luhur dan setia dalam
menjalankan profesi dan
pekerjaanya

6052304

CPL 4 Mampu berpikir
yuridik secara logis,
sistematis, kritis, dan
inovatif untuk menyusun
konsep pemecahan masalah
hukum berdasarkan sistem

hukum positif yang berlaku.

PP3 - Menguasai pengetahuan
tentang prinsip, langkah, dan
teknik penyusunan konsep
penyelesaian masalah atau
kasus hukum dengan
menggunakan metode
penalaran hukum atau metode
berpikir yuridik dan
pengetahuan tentang Hukum
Positif Indonesia
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No.

Kode
SIKUR

Pemetaan CPL

CPL

KU1 - Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis dan inovatif dalam
konteks pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang
keahliannya

KK2 - Bernalar dan berpikir
yuridik dalam memecahkan
masalah atau kasus hukum
sehingga dapat menyusun
konsep penyelesaian masalah
atau kasus hukum;

6052305

CPL 5 Mampu secara
mandiri, bermutu, terukur

dan bertanggung jawab
menerapkan  asas  dan
prinsip hukum positif dan
hukum internasional,
menganalisis dan
mengevaluasinya.

PP1 - Menguasai konsep teoritis
dari Ilmu Hukum, Tradisi atau
Sistem Hukum, dan Ilmu Sosial
tertentu yang berkaitan erat
dengan hukum agar dapat
memahami penerapan dan
perkembangan Hukum Positif
Indonesia dan Hukum
Internasional terutama Hukum
di wilayah Asia Pasifik

PP2 - Menguasai pengetahuan
tentang sejarah, sumber, asas,
prinsip, dan norma hukum dari
seluruh Hukum Positif
Indonesia dan Hukum
Internasional, serta kebutuhan
untuk mewujudkan Sistem
Hukum Nasional Indonesia
yang utuh, sistemik, dan
komprehensif; serta
pengetahuan tentang hukum
yang berlaku di kawasan Asia
Pasifik
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No.

Kode
SIKUR

Pemetaan CPL

CPL

KU2 - Mampu menunjukkan
kinerja mandiri, bermutu dan
terukur

KK1 - Menerapkan asas, prinsip,
dan norma Hukum Positif
Indonesia termasuk Hukum
Internasional, dalam
memecahkan masalah atau
kasus hukum, serta mampu
menganalisis dan mengevaluasi
hasilnya secara akademis,
mandiri, dan bertanggung
jawab

6052306

CPL 6 : Mampu melakukan
riset dengan metode
penelitian yang tepat untuk
mengkaji pengembangan
atau implikasi ilmu hukum
dalam bentuk karya
akademik hukum sesuai
kaidah akademik dan
dokumen-dokumen praktik
hukum.

PP4 - Menguasai asas dan
metode penelitian serta
penulisan hukum, terutama
yang bersifat monodisipliner,
untuk menghasilkan penulisan
dokumen elementer hukum
dan/atau esai akademik di
bidang hukum, sesuai dengan
karakteristik Imu hukum dan
prinsip etika akademik

KU3 - Mampu mengkaji
implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah, tata cara
dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan,
desain atau kritik seni

KU4 - Mampu menyusun
deskripsi saintifik hasil kajian
tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir,
dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi
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Kode

SIKUR Pemetaan CPL CPL

KU9 - Mampu
mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan dan
menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi

KK5 - Merumuskan ide,
pendapat, analisis, atau
argumentasi yuridis, melalui
proses meneliti dan berpikir
yuridik, serta
mengkomunikasikannya secara
tertulis dan lisan berdasarkan
prinsip etika akademik;

6052307 | CPL 7 : Mampu mengenali [KU5 - Mampu mengambil
permasalahan hukum dan |keputusan secara tepat dalam
mengambil keputusan di |konteks penyelesaian masalah
bidang hukum secara tepat |di bidang keahliannya,

dan merumuskannya dalam |berdasarkan hasil analisis
dokumen-dokumen praktik |informasi dan data

hukum, serta melakukan
simulasi dalam  proses
penyelesaian sengketa di
dalam maupun di luar
pengadilan

KK3 - Mengenali problem atau
masalah pokok dalam Hukum
Positif Indonesia dalam
memenuhi perkembangan
kebutuhan masyarakat, serta
upaya untuk mewujudkan
Sistem Hukum Nasional
Indonesia berdasarkan nilai-
nilai dalam Pancasila
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No.

Kode
SIKUR

Pemetaan CPL

CPL

KK4 - Merancang dokumen
elementer hukum sesuai
dengan jenis kebutuhan hukum
dari masyarakat, baik dalam
konteks penyelesaian sengketa
ataupun bukan sengketa, di
dalam maupun di luar
pengadilan, bersifat regulatif
maupun non-regulatif, nasional
maupun transnasional terutama
hukum yang berlaku di
kawasan Asia Pasifik.

6052308

CPL 8 Mampu
berkomunikasi, memimpin
dan bekerjasama dengan
sejawat dan membangun
jaringan  kerja  dengan
berlandaskan pada sikap
humanistis, demokratis, etis,
taat hukum, saling
menghormati, dan
berwawasan kebangsaan.

PP5 - Menguasai pengetahuan
tentang teknik berkomunikasi
baik lisan maupun tertulis,
untuk keperluan di dalam
maupun di luar pengadilan,
serta untuk menjalin kerjasama
dengan sejawat

KU6 - Mampu memelihara dan
mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun
di luar lembaganya

KK6 - Bekerjasama dengan
sejawat, berlandaskan pada
sikap humanistis, demokratis,
etis, taat hukum, saling
menghormati, dan berwawasan
kebangsaan

6052309

CPL 9 Mampu
mengevaluasi dan
bertanggungjawab terhadap
hasil kerja kelompok dan
pekerja yang ada di bawah
tanggung jawabnya
berdasarkan penguasaan
teoritik tentang peran, tugas

PP6 - Menguasai konsep umum
pengetahuan tentang Filsafat
Hukum, Sosiologi Hukum,
Perbandingan Hukum, llmu
Ekonomi, Ilmu Politik, Etika
Profesi, dan Estetika, untuk
dapat lebih memahami dan
mengenali problematika dalam
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No.

Kode
SIKUR

Pemetaan CPL

CPL

dan fungsi dari profesi
hukum.

penerapan dan perkembangan
Hukum Positif Indonesia

KU7 - Mampu bertanggung
jawab atas pencapaian hasil
kerja kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi terhadap
penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang
berada di bawah tanggung
jawabnya

KU8 - Mampu melakukan
proses evaluasi diri terhadap
kelompok kerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya, dan
mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri
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D. Susunan Mata Kuliah berdasarkan Kurikulum 20231
1. Mata Kuliah Wajib

SEMESTER 1

Kode Mata Kuliah SKS
LAW231101-04 | Pengantar [lmu Hukum 4
LAW231103-04 | Pengantar Hukum Indonesia 4
LAW231105-02 | Ilmu Negara 2
LAW231107-02 | Sosiologi dan Antropologi 2
MKU230120-02 | Bahasa Indonesia 2
MKU230130-02 | Logika 2
MKU230110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan 2

Jumlah SKS